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ABSTRACT

Independent variables such as local taxes, levies, DAU, DBH, and economic
growth arepresumed not always cause a linear effect on capital expenditures, due
to contingent factors thatinfluence their interrelatedness. One of contingency
factor is economic growth. This research hasaimed to know the ability of
economic growth in moderating the influence of local taxes, levies, DAU and DBH
in capital expenditure. The research covers all countries and one city inthe
province of Central Java in the span of observations from 2011 to 2015. Sampling
method usedin this study is saturated sample. The results show that local taxes,
DAU andDBH positive significant effect on capital spending while Levies have no
effect on capitalspending. Economic growth have no effect on capital spending.
Economic growth is not able to moderate the effect of local taxes and levies and
DAU oncapital expenditure, but it is able to moderate the influence of DBH in
capitalexpenditure.

Keywords: Local Taxes, Levies, DAU, DBH, Economic Growth, Capital
Expenditure
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ABSTRAK

Variabel independent seperti pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DBH, dan
pertumbuhan ekonomi diduga tidak selalu berpengaruh linier pada belanja modal,
dikarenakan adanya faktor kontinjensi yang mempengaruhi hubungan tersebut.
Salah satu faktor kontinjensi tersebut adalah pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kemampuan pertumbuhan ekonomi memoderasi
pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DBH pada belanja modal.
Penelitian mencakup semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam
rentang waktu amatan 2011-2015. Metode sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sampel jenuh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pajak
daerah, DAU dan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal
sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.
Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh pajak daerah dan
retribusi daerah dan DAU pada belanja modal, namun mampu memoderasi
pengaruh DBH pada belanja modal.

Kata Kkunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DBH, Pertumbuhan
Ekonomi, Belanja Modal.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, memberi kewenangan yang luas
kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan
sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan
suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah daerah
mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor
keuangan maupun dari sektor non keuangan. Pemerintah daerah mempunyai hak
dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang
dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di
daerah. Undang - undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun
2004 tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk
menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas
kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah yang memiliki kewenangan
mengatur sendiri pemerintahan daerahnya. Pemerintah daerah bersama-sama
dengan dewan perwakilan rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu
menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam

APBD.



Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintah
daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah yang
terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu sumber yang
paling penting dalam penyelenggaraan desentralisasi adalah Pendapatan Asli
Daerah. Besar kecilnya pendapatan asli daerah dapat meningkatkan atau
mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah
adalah sumber pendanaan utama yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan asli
daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Warsito et
al. 2008). Dana perimbangan merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berupa pengalihan dana, sarana
dan prasarana serta sumber daya manusia yang sebagaimana telah dijelaskan
dalam Undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DAU merupakan dana yang bersumber
dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan
keuangan antar daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari
APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan penerimaan daerah yang didapat, pemerintah daerah perlu
memberikan alokasi belanja yang lebih besar dalam era desentralisasi fiskal saat
ini, yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik.



Diberlakukannya desentralisasi, diharapkan terjadi peningkatan pelayanan
diberbagai sektor, terutama sektor pelayanan publik dalam pelaksanaan
desentralisasi fiskal ini, sehingga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor
untuk dapat untuk membuka usaha di daerah. Jadi, sudah sepantasnya pemerintah
mengubah komposisi belanja, yang selama ini belanja daerah dialokasikan ke
dalam belanja operasi yang nyatanya kurang berdampak terhadap peningkatan
pelayanan publik. Dalam hal ini pemerintah daerah dinilai harus mampu lebih
bijak dalam mengalokasikan anggaran belanjanya khususnya belanja modal. Jadi,
membuka kesempatan berinvestasi bagi para ivestor merupakan salah satu cara
yang efektif untuk memfasilitasi berbagai aktivitas pertumbuhan ekonomi. Secara
normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan dapat meningkatkan
cakupan dan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan
partisipasi publik pada pembangunan (Mardiasmo, 2009:93)

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk
membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat
bepengaruh pada kemajuan daerahnya. Pemerintah daerah berlomba-lomba untuk
menggali potensi yang ada di daerahnya sehingga dapat menimbulkan percepatan
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah
untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang
ada dan membentuk suatu kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan
lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan

ekonomi daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Kenyataan yang terjadi dalam



pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan
ekonomi ternyata tidak diikuti dengan peningkatan belanja modal hal ini dapat
dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal dibandingkan dengan jumlah belanja
pegawai. Insfrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak
kepada pertumbuhan ekonomi. Jika sarana dan prasarana memadai maka
masyarakat akan dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan
nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya semakin
meningkat, dan dengan adanya insfrasturktur yang memadai akan mendorong atau
menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya
pendapatan asli daerah maka akan berdampak pada periode yang akan datang
yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan
meningkatkan belanja modal.

Karina (2013)dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa pajak daerah
dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan dana
alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap belanja
modal. Yossi et al. (2013)dalam penelitiannya menemukan hasil yang berbeda
yaitu, pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja
modal. Terkait dengan peningkatan penerimaan daerah seperti pajak daerah,
retribusi daerah, DAU dan DBH dapat dikatakan bahwa tidak selalu mampu
meningkatkan belanja modal melainkan ada faktor kontinjensi, salah satu
diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pada sektor
ekonomi tingkat perkembangan aktivitas dalam suatu perekonomian dapat diukur

dengan pertumbuhan ekonomi. Jaya dan Dwirandra (2014) melakukan penelitian



dengan hasil analisis diperoleh bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif
dan signifikan pada belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh
signifikan pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh
signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja
modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan. Runtu et al.(2016)
melakukan penelitian dengan hasil bahwa baik pajak maupun retribusi daerah kota
Manado, berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Terlebih alokasi
anggaran pendapatan dari retribusi serta pajak masih sangat kecil jika
dibandingkan dengan pendapatan dari pihak eksteren.Handayanier al. (2015)
mengemukakan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel
pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil secara bersama-sama
berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil
penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi
daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi
Aceh, sedangkan variabel dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal di
kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Permata (2016) melakukan penelitian dengan
hasil menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap
belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.
Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana bagi hasil
berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil dari penelitian ini berpengaruh
positif, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel PAD, DAU, DAK, dan
DBH maka alokasi belanja modal juga semakin tinggi. Sianturi (2010) melakukan

penelitian dengan hasil membuktikan bahwa secara simultan pajak daerah dan



retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di
Sumatera Utara. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap
belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara, sedangkan retribusi daerah
tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Maryadi (2014) melakukan
penelitian dengan hasil menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah
berpengaruh signifikan namun dengan arah negatif, dana alokasi umum, dana bagi
hasil, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah berpengaruh signifikan
terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2012. Secara
simultan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, sisa
lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap
belanja modal pada kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2012.Taiwo dan
Abayomi (2011) melakukan penelitian dengan memperoleh hasil bahwa terdapat
hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan belanja modal.Harianto
et al. (2007) melakukan penelitian dengan memperolah hasil bahwa variabel dana
alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, belanja modal
berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, belanja modal berpengaruh
negatif dengan pendapatan per kapita, dan pemerintah daerah, pendapatan asli
daerah berpengaruh positif dengan pendapatan per kapita.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja
modal dalam bentuk APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini
didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh

karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah



seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih
banyak digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif. Saragih (2003)
menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal
produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Stine (1994)
menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk
program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya
mengalokasikan belanja untuk kepentingan publik. Berdasarkan beberapa
penelitian yang terdahulu yang di uraikan di atas menunjukkan hasil yang
berbeda. Terdapat perbedaan hasil penelitian antara beberapa peneliti dengan
variabel yang sama, hal ini menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih
lanjut mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi
hasil serta pengaruhnya pada belanja modal disertai dengan pertumbuhan ekonomi
sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul
“Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil pada Belanja

Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh perumusan masalah
dalam penelitian adalah

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh pada Belanja Modal?

2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh pada Belanja Modal?



1.3

1.4

3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh pada Belanja
Modal?

4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh pada Belanja Modal?

5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal?

6. Apakah Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating dapat
memoderasi hubungan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi
Umum dan Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1.

2.

Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah pada Belanja Modal.

Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah pada Belanja Modal.
Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum pada Belanja
Modal.

Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal.
Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja
Modal.

Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi dalam memoderasi
hubungan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan

Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal.

MANFAAT PENELITIAN



Adapun manfaat dari penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat

antara lain:

1.5

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya
khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, terutama dalam
hal kemampuan pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pajak
daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil
terhadap belanja modal.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Digunakan untuk menerapkan teori yang telah diambil selama
bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya, khususnya
kepada obyek yang diteliti.
b. Bagi peneliti berikutnya
Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan
lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.
c. Bagi Pemerintah Daerah
Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam
menentukan  kebijakan fiskal di masa mendatang serta
memperbaiki kinerjanya agar desentralisasi dapat berjalan sebagai

mana mestinya di kemudian hari.

SISTEMATIKA PENULISAN
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Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah sebagai berikut:
BAB1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan.
BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yang digunakan
sebagai acuan untuk membahas masalah yang diangkat, meliputi teori fiscal
federalism dan otonomi daerah, teori keagenan, pengertian pajak daerah, retribusi
daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, pertumbuhan ekonomi dan belanja
modal. Bab ini juga meliputi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan
pengembangan hipotesis yang didasarkan pada teori.
BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metodologi penelitian yang
dilakukan, yaitu meliputi identifikasi variabel penelitian dan definisi operasional,
jenis penelitian dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan
sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data dan pengujian hipotesis.
BAB 1V : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil perhitungan data sesuai dengan teori yang
digunakan, pembahasan hasil penelitian, pengujian, serta analisis hipotesis.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis yang telah

dilakukan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.
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BABII

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Federalisme Fiskal

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan
penugasan urusan pemerintah kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab
harus diikuti pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional
secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan
pemerintahan daerah. Malik ef al. (2006) menyatakan desentralisasi struktur fiskal
suatu negara adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan. Secara teori, desentralisasi akan mendekatkan
pemerintah kepada masyarakat sehingga dalam sistem pemerintahan yang
desentralistik akan tercipta efisiensi dalam perekonomian, sehingga pada
gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori federalisme fiskal menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai
dengan desentralisasi fiskal melalui pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi
fiskal diartikan sebagai pelimpahan kewenangan terkait dengan pengambilan
keputusan kepada pemerintah tingkat rendah (Akai & Sakata, 2002). Maggi &

Ladurner (2009) menyatakan keputusan politik yang diambil oleh pemerintah
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dapat dilihat lebih dalam dengan menggunakan New Perspective Theory of Fiscal
Federalism. Federalisme fiskal menampilkan model normatif yang
menggambarkan pemerintah pusat sebagai penafsir aspirasi masyarakat, yang
memberikan arahan dalam aturan-aturan kelembagaan antar pemerintahan untuk
menjamin lembaga pemerintah daerah bertindak sesuai keinginan pusat (dengan
asumsi sesuai keinginan seluruh rakyat). Bahkan kalaupun tak semua pemerintah
pusat tidak sedemikian arif, aturan-aturan ini mungkin masih dapat memberikan
rujukan yang bermanfaat dalam hubungan fiskal antar pemerintahan. Sidik (2002)
menyatakan bahwa konsep desentralisasi tidak mudah untuk didefinisikan, karena
menyangkut berbagai aspek dan dimensi, terutama menyakut aspek politik, fiskal,
perubahan administrasi dan sistem pemerintahan serta pembangunan sosial dan
ekonomi.

Teori federalisme fiskal merupakan teori yang menjelaskan tentang
bagaimana hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan
kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang
menjalankan pemerintahan oleh pusat kepada daerah yang dapat berimbas pada

pertumbuhan ekonomi (Bodman et al. 2009).

2.1.2 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan suatu hubungan antara dua pihak atau lebih
dimana pihak pertama disebut prinsipal dan pihak yang lainnya disebut dengan
agen. Prinsipal merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan

bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang
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telah dijalankan oleh agen. Sedangkan agen adalah pihak yang menerima dan
menjalankan tugas sesuai dengan kehendak prinsipal. Teori keagenan adalah teori
yang menjelaskan hubungan agen sebagai sebuah kontrak dimana agen disewa
oleh satu atau lebih (prinsipal) untuk melakukan jasa yang berhubungan dengan
kepentingan mereka dengan melimpahkan beberapa wewenang dalam membuat
keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Yudhaningsih (2010) menyatakan
adanya desentralisasi fiskal, berarti ada delegasi dari pusat kepada daerah dimana
daerah mengeksekusi fungsi-fungsi pemerintah pusat yang telah didelegasikan
kepadanya atau dengan kata lain pemerintah daerah bertindak sebagai agen
pemerintah pusat.

Pada sektor publik, masyarakat yang diproksikan oleh DPRD adalah
principal dan pemerintah daerah adalah agennya. Pada pemerintahan daerah
(agen) seharusnya bertindak sesuai dengan kehendak prinsipalnya (masyarakat).
Namun terkadang pada kenyataannya pemerintah daerah berperilaku opportunis
dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan publik (Gunantara, 2013). Hal
ini sesuai dengan teori keagenan yaitu antara prinsipal dan agennya tidak selalu
memiliki kepetingan yang sama (konflik kepentingan) dan agen cenderung
melakukan suatu tindakan yang memaksimalkan utilitasnya.

Delegasi dalam hal ini merupakan situasi dimana pemerintah daerah
bertindak sebagai agen dalam mengeksekusi fungsi-fungsi pemerintah pusat yang
telah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Ini berarti pemerintah daerah lebih
leluasa dalam mengatur proporsi pelayanan publik, tapi juga harus mengukuti

aturan dan permintaan pemerintah pusat, namun pada kenyataannya pemerintah
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daerah terkadang berperilaku tidak sesuai dengan yang diinginkan pemerintah

pusat sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

2.1.3 Pajak Daerah

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah
“kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro (2007) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak
rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya
digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai
public investment”. Definsi pajak juga dikemukakan oleh Judisseno (1997:5)
sebagai suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdiaan peran aktif warga negara
dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara
berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang
dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara. Dalam keuangan
pemerintah, pendapatan yang bersumber dari penerimaan perpajakan akan
digunakan untuk mendanai belanja pemerintah termasuk didalamnya belanja
modal.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pajak daerah dibagi

menjadi dua, yang meliputi :



15

1. Pajak Provinsi

a.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan

penguasaan kendaraan bermotor.

. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan
bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan
air permukaan.

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh

pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a.

b.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
Pajak restoran adalah atas pajak pelayanan yang disediakan oleh
restoran.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelengaraan reklame.

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
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f. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah adalah pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari
sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air
tanah.

i. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

j- Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan pengusahaan sarang burung walet.

k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas

perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sistem pengenaan pajak :

a. Pajak progresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana semakin
tingginya dasar pajak (tax base), seperti tingkat penghasilan pajak,
harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak

yang semakin tinggi persentasenya.
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b. Pajak proporsional, yaitu sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak
(%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya
berbeda-beda.

c. Pajak degresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana walau nilai atau
objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin

kecil.

2.1.4 Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang- undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut
retribusi adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Retribusi daecrah dalam undang-
undang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemberian daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam pemungutan retribusi juga
memperhatikan objek dan subjek retribusi seperti halnya pungutan pajak. Berbeda
dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang
dikelola oleh direktorat jenderal pajak, retribusi dapat disebut sebagai pajak
daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada
mereka yang menggunakan jasa- jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai

pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik
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daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan
kepada masyarakat, sehingga keluasan retribusi daerah terletak pada yang dapat
dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa
layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan. Adapun jenis-
jenis retribusi terdiri dari:
1. Jenis retribusi daerah untuk propinsi terdiri dari:

a. Retribusi pelayanan kesehatan,

b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah,

c. Retribusi penggantian biaya cetak peta,

d. Retribusi pengujian kapal perikanan.

2. Jenis retribusi daerah untuk kabupaten / kota terdiri dari:

a. Retribusi pelayanan kesehatan,

b. Retribusi pelayan persampahan / kebersihan,

c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP,

d. Retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil,

e. Retribusi pelayanan pemakaman,

f. Retribusi pelayanan pengabuan mayat,

g. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,

h. Retribusi pelayanan pasar,

i.  Retribusi pengujian kendaraan bermotor,

j.  Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
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k. Retribusi penggantian biaya cetak peta,

1. Retribusi pengujian kapal perikanan,

m. Retribusi pemakaian kekayaan daerah,

n. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan,

o. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan,

p. Retribusi jasa usaha terminal,

q. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir,

r. Retribusi jasa usaha tempat penginapan / persenggrahan / villa,
s. Retribusi jasa usaha penyedotan kakus,

t.  Retribusi jasa usaha rumah potong hewan,

u. Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal,

v. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga,

w. Retribusi jasa usaha penyeberangan di atas air,

X. Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair,

y. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah,
z. Retribusi izin mendirikan bangunan,

aa. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,
bb. Retribusi izin gangguan,

cc. Retribusi izin trayek,

2.1.5 Dana Alokasi Unmum
Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, pemerintah daerah

sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa bagi
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hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK). Dana alokasi umum yang merupakan penyangga utama
pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga
belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Kendala
utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah
adalah minimalnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Proporsi PAD yang rendah, di lain pihak juga menyebabkan pemerintah
daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah,
sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana
perimbangan terutama Dana Alokasi Umum.

DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan APBN, yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai
kebutuhan pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Menurut Undang-undang no. 33 Tahun 2004 dana alokasi umum adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU adalah salah satu komponen di
dalam dana perimbangan di APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas
formula dengan konsep kesenjangan fiskal (fiscal gap) yang merupakan selisih
antara kebutuhan fiscal (fiscal need) dengan kapasitas fiskal (fiscalcapacity).
DAU bertujuan sebagai instrumen untuk mengatasi masalah horizontal imbalance

yang dialokasikan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya
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oleh daerah (block grants). Konsep dasar formulasi DAU sebagaimana yang
diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 1999 itu secara implisit merupakan
penjabaran dari teori govermental transfer yang berbasis pada konsepsi fiscal gap.
Dengan konsepsi fiskal gap nantinya kesenjangan fiskal yang merupakan selisih
negatif antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal dianggap sebagai
kebutuhan yang harus ditutup melalui transfer pemerintah pusat.

DAU dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat (unconditional
grant) atau block grant yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan
yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan bantuan ini
adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam
menjalankan fungsi-fungsinya. Sebagai transfer tak bersyarat atau block grant
maka penggunaan dan DAU ditetapkan sendiri oleh daerah. Meskipun demikian
dalam Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2000 pasal 15, disebutkan bahwa
penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan
daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat. Transfer dari
pemerintah pusat penting untuk pemerintah daerah dalam menjaga atau menjamin
tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri. Transfer
merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi
daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan
horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-daerah, mengatasi
persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas
aktivitas perekomian di daerah. Di Indonesia, bentuk transfer yang paling penting

adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil (revenue sharing).
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Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut

(Halim 2009):

1.

DAU ditetapkan sekurang- kurangnya 26% dari penerimaan dalam
negeri yang ditetapkan dalam APBN.

DAU untuk daerah propinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan
masing- masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan diatas.

DAU untuk suatu kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan
perkalian jumlah DAU untuk kabupaten/kota yang ditetapkan APBN

dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

4. Porsi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan

proporsi bobot kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Ririn (2011) menyatakan bahwa prinsip dasar untuk alokasi DAU adalah

sebagai berikut :

I.

Kecukupan

Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu
bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang
cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan
dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban
finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung
meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka
penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu

membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon
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terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU

dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.

. Netralitas dan efisiensi

Desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu
sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya
justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga
relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU
tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu
sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial

alternatif relevan yang tersedia.

. Akuntabilitas

Sesuai dengan namanya yaitu dana alokasi umum, maka penggunaan
terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran
daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran
lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah
penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai
DAU. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah
akuntabilitas kepada elektoral (accountability to electorates) dan bukan
akuntabilitas finansial kepada pusat (financial accountability to the
centre).

. Relevansi dengan tujuan

Sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan

pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang.
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Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi
yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target- target
nasional yang harus dicapai. Kedua undang-undang telah mencantumkan
secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai

lewat program desentralisasi.

. Keadilan

Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam pelaksanaan desentralisasi.

. Objektivitas dan transparansi

Sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya
untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi
DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya transparan mungkin.
Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi apabila formula tersebut bisa
dipahami oleh khalayak umum. Indikator yang digunakan adalah
indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan

interpretasi yang ambivalen.

. Kesederhanaan

Rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan
tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti, namun tidak
boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan

kemungkinan ketidakadilan. Rumusan tidak memanfaatkan sejumlah
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besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif

terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

2.1.6 Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan pemerintah pusat dan daerah, dana bagi hasil adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan
angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Dana bagi hasil dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya,
dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagi hasilkan didasarkan
atas daerah penghasil (Fiona ef al. 2016). Prinsip tersebut berlaku untuk semua
komponen dana bagi hasil, kecuali dana bagi hasil perikanan yang dibagi sama
rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran dana bagi hasil baik pajak
maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi tahun berjalan. Menurut undang-
undang nomor 33 tahun 2004, dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan
kekayaan daerah. Pemerintah menetapkan alokasi dana bagi hasil yang berasal
dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah
penghasil. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri
dan PPh Pasal 21, sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya
alam berasal dari (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan

minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi).
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Prinsip otonomi daerah sendiri adalah prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam
undang-undang. Berdasarkan Undang — undang nomor 32 Tahun 2004, sebagai
konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai
kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara
demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi
apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi
SDA, sumber daya manusia (SDM), dan potensi sumber daya keuangan secara
optimal. Setiap daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan sumber
daya manusia untuk dapat menggali potensi yang ada dan mengelolanya sehingga
pendapatan daerah dapat terus meningkat dan ketergantungan pemerintah daerah
terhadap bantuan pemerintah pusat dapat berkurang. Melalui bagi hasil
penerimaan negara tersebut, diharapkan potensi penerimaan daerah menjadi
semakin meningkat dan daerah merasakan bahwa haknya atas pemanfaatan SDA

yang dimiliki masing-masing daerah diperhatikan oleh pemerintah pusat.

2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan pertumbuhan
perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih
baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator
yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu

wilayah mengalami pertumbuhan secarackonomi bila terjadi peningkatan
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kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayahnya secara
terukur.Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB atas dasar
harga konstan. Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi
adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa
yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional. PDRB untuk mengukur total
nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan
prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal,
kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi,
pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah,
pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi
sangat tergantung pada ukuran, kapasitas belanja, dan efektif menggunakan
belanja modal dalam proses pembangunan (Sharma, 2012). Dalam pemerintah
daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan
ekonomi (Darwanto, 2007).Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi
adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan
pertumbuhan penduduk.Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah
pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan
berpihak pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga
kerja secara berkesinambungan. Kesempatan kerja yang semakin luas akan
meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menjadi faktor penting dalam upaya

penurunan tingkat kemiskinan. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi
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dapat menjadi indikator semakin tingginya pendapatan masyarakat sehingga
tingkat kemiskinan menjadi semakin berkurang. Berdasarkan uraian tersebut
dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk
pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan
infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi

daerah.

2.1.8 Belanja Modal

Menurut PP nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja
pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan
menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja
yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi
umum. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar
belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Belanja
modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti
peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal

dengan membeli melalui proses lelang atau tender.
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Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang
menghasilkan aktiva tetap tertentu. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset
tetap pemerintah daerah yaitu membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap
lainnya, atau juga dengan membeli. Pemerintah daerah biasanya melakukan
dengan cara membangun sendiri atau membeli. Menurut Halim (2007:73) belanja
modal merupakan belanja pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun
anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya
akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada
kelompok belanja operasional. Belanja modal dilakukan dalam rangka
pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang
memberikan mafaaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya
adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau
menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Badrudin (2012), belanja modal adalah investasi yang berupa
pengadaan atau pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara
ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, belanja modal
bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu
periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk

perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. (PP No.
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24 Tahun 2005). Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal
merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah
daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana
dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini
didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya
setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan
prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka
panjang secara finansial. Secara teoritis ada 3 cara untuk memperoleh aset tetap
tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya
dan membeli. Namun biasanya, cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah
dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah
proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Belanja modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (PP No. 24

Tahun 2005) :

a. Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk
pengadaan atau pembelian atau pembebasan penyelesaian, balik nama
dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan
tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan
dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud
dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang

digunakan untuk pengadaan atau pertambahan atau penggantian dan
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peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang
memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai
peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya
yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian,
dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan
pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah
kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kodisi siap
pakai.

. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang
digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau
peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan
termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan
jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan
jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

. Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang
digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau
peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap
fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja
modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan
irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal

kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala
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dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan
jurnal ilmiah.

Menurut Halim (2006) pengalokasian anggaran belanja modal didasarkan
pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi
di pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja, ada satuan
kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan
perasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan
laboratorium), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulans),
jalan raya, dan jembatan, sementara satuan kerja lain hanya memberikan
pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan
kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan,
dan pelayanan pendidikan.

Keputusan untuk meningkatkan belanja modal merupakan bagian dari
keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, yang
diikuti dengan peningkatan belanja-belanja lain, yakni belanja operasional dan
belanja modal, namun tidak berarti belanja modal selalu sebagai penyebab bagi
kenaikan belanja operasional. Hal ini dikarenakan sifat kedua belanja yang
berbeda. Belanja modal adalah belanja variabel, yakni belanja yang terjadi karena
adanya kebutuhan atau aktivitas untuk menghasilkan aset tetap, sementara belanja
operasional bersifat rutin dari tahun ke tahun, sesuai dengan keadaan aset tetap

yang dimiliki oleh pemerintah.
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Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan
anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu
langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.
Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui
variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal,
seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan

pertumbuhan ekonomi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Harianto et al. (2007) melakukan penelitian dengan judul Hubungan
Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan
Pendapatan per Kapita. Tujuan penelitian ini adalah menemukan hubungan dana
alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah, dan pendapatan per kapita
di daerah / kota di Jawa dan Bali. Penelitian ini memperolah hasil bahwa variabel
dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, belanja modal
berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, belanja modal berpengaruh
negatif dengan pendapatan per kapita, dan pemerintah daerah, pendapatan asli
daerah berpengaruh positif dengan pendapatan per kapita.

Mardiasmo (2009:93) dalam buku yang berjudul Perpajakan menyatakan
bahwa secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan dapat
meningkatkan cakupan dan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu

meningkatkan partisipasi publik pada pembangunan.
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Sianturi (2010) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah
Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk
mengetahui dan menganalisis apakah pajak daerah dan retribusi daerah
berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Utara.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan pajak
daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada
kabupaten/kota di Sumatera Utara. Secara parsial pajak daerah berpengaruh
signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Taiwo dan Abayomi (2011) melakukan penelitian dengan judul
Government Expenditure and Economic Development: Empirical Evidence from
Nigeria. Tujuan penelitian ini adalah mencoba untuk menguji secara empiris tren
serta efek dari pengeluaran pemerintah pada tingkat pertumbuhan. Hasil dari
penelitian ini memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara
pertumbuhan ekonomi dan belanja modal.

Karina (2013)dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, DAU, dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten
dan Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK terhadap alokasi belanja modal di
Kabupaten dan Kota Yogyakarta. Penelitian inimemperoleh hasil bahwa pajak

daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal,
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sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif
terhadap belanja modal

Jaya dan Dwirandra (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modaldengan Pertumbuhan Ekonomi
sebagaiVariabel Pemoderasi. Tujuan dari penelitian ini yaituuntuk mengetahui
adanya pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal dengan pertumbuhan
ekonomi sebagai variabel pemoderasi.Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa
pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal,
pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal, serta
pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh
pendapatan asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang
berlawanan.

Sugiarthi & Supadmi (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh
PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi
sebagai Pemoderasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
PAD, DAU, dan SiLPA pada belanja modal, serta pengaruh PAD, DAU, dan
SiLPA dengan moderasi pertumbuhan ekonomi pada belanja modal. Hasil dari
penelitian ini adalah PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan
pada belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Variabel moderasi
(pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi variabel PAD dan DAU, namun
tidak mampu memoderasi variabel SiLPA pada belanja modal.

Maryadi (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan
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Anggaran Dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota
di Indonesia Tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau
tidaknya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil,
sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap alokasi belanja modal
pada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia baik secara parsial maupun
secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan
asli daerah berpengaruh signifikan namun dengan arah negatif, dana alokasi
umum, dana bagi hasil, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di
Indonesia tahun 2012. Secara simultan variabel pendapatan asli daerah, dana
alokasi umum, dana bagi hasil, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di
Indonesia Tahun 2012.

Handayani et al. (2015) dalam penelitian berjudul Pengaruh Penerimaan
Pajak Daerah, Retribusi Daerah danDana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di
Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menguji
pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil, baik
secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap belanja modal di
kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan
bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil secara bersama-
sama berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan

retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di
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provinsi Aceh, sedangkan variabel dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja
modal di kabupaten/kota di provinsi Aceh.

Runtu et al. (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak dan
Retribusi terhadapBelanja Modal Kota Manado (Periode 2005-2015). Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk melihat apakah variabel pajak dan retribusi menunjang
alokasi anggaran belanja modal pemerintah. Dalam penelitian ini sendiri
mendapatkan hasil bahwa baik pajak maupun retribusi daerah kota Manado,
berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Alokasi anggaran pendapatan
dari retribusi serta pajak masih amat kecil jika dibandingkan dengan pendapatan
dari pihak eksteren.

Permata (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan
Daerah terhadap Belanja Modal padaKabupaten/Kota Jawa Timur. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji apakah pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),
dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2014.
Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah
berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh
positif terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap
belanja modal. Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil
dari penelitian ini berpengaruh positif, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi
variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH maka alokasi Belanja Modal juga semakin

tinggi.
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Nugraha dan Dwirandra (2016) melakukan penelitian dengan judul
Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi MemoderasiPengaruh Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, DAU dan DBHpada Belanja Modal. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui kemampuan pertumbuhan ekonomi memoderasi
pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DBH pada belanja modal.
Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan
pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada belanja modal sedangkan DBH
tidak berpengaruh pada belanja modal. Pertumbuhan ekonomi mampu
memoderasi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah pada belanja modal,
namun tidak mampu memoderasi pengaruh DAU dan DBH pada belanja modal.

Maha (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan
Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Pajakterhadap Belanja
Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variable Moderating pada
Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara Periode 2012-2014.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah,
dana alokasi umum, dan dana bagi hasil pajak terhadap belanja modal, serta
menguji variabel pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi hubungan antara
pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak, dengan belanja
modal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana
alokasi umum, dan dana bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh
signifikanterhadap belanja modal.Secara parsial, pendapatan asli daerah dan dana
alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, tetapi

dana bagi hasil pajak tidak berpengaruh positif terhadap belanja
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modal.Pertumbuhan ekonomi mampu (memperkuat/memperlemah) dalam
memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan

dana bagi hasil pajak terhadap belanja modal tidak signifikan.

23 Hipotesa Penelitian
2.3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan
Daerah (Perda). Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak
tempat hiburan, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak
penerangan jalan. Menurut Sianturi (2010), terdapat keterkaitan antara pajak
daerah dengan alokasi belanja modal. Karina (2013) dalam penelitiannya
menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.
Semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar
pula PAD. Pemerintah daecrah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan
pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal.
Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1 : Pajak daerah berpengaruh positif pada belanja modal.

2.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila
pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga memadai. Meskipun
pemerintah daerah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat, namun

pemerintah daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya
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untuk dapat meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD maka daerah
tersebut akan menjadi daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah.
Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan
meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat,
maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian
belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Runtu, dkk.
(2016) melakukan penelitian dengan mendapatkan hasil bahwa retribusi daerah
berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Dalam Harianto et al. (2007)
disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang
pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik.
Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Retribusi daerah berpengaruh positif pada belanja modal.

2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Pelaksanaan desentralisasi diwujudkan dengan pemberian dana
perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk
mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(UU No. 33/2004). Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang
dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk
membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk
memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Permata (2016) menyatakan bahwa dana alokasi
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umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Perilaku belanja daerah
khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU.
Semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini
disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka
alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat. Hipotesis
berikutnya adalah sebagai berikut :

H3 : Dana alokasi umum berpengaruh positif pada belanja modal.

2.3.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Sumber dana perimbangan yang kedua adalah dana bagi hasil. Dana bagi
hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). DBH yang
diterima pemerintah daerah yang merupakan bantuan dana dari pemerintah pusat
terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. Belanja modal
yang besar sudah tentu berasal dari dana bagi hasil yang besar pula, begitu juga
sebaliknya, pemerintah tidak akan mampu mengalokasikan belanja modal yang
besar apabila dana bagi hasil daerah juga kecil. Hal ini didukung oleh hasil
penelitian Maryadi (2014) yang mengatakan DBH berpengaruh positif terhadap
belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai
berikut:

H4 : Dana bagi hasil berpengaruh positif pada belanja modal.
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2.3.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh PAD
pada belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah
seharusnya dapat meningkatkan PAD dan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi
suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita
penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin
meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah mampu menarik
minat investor untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber PAD
meningkat. PAD yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah
untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan
meningkatkan belanja modal. Penelitian oleh Taiwo dan Abayomi (2011)
memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan
ekonomi dan belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat dan
disertai dengan pendapatan daerah yang semakin tinggi, maka semestinya mampu
meningkatkan belanja modal suatu daerah. Oleh karena itu, untuk hipotesis
dinyatakan sebagai berikut :

H5 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada alokasi belanja

modal.

2.3.6 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pajak Daerah

terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel

pemoderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh
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pajak daerah pada belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi
suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan pajak daerah. Pertumbuhan ekonomi
suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita
penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin
meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat,
maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan sumber
penerimaan daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu
memberikan sumber-sumber pendapatan daerah terutama yang berasal dari pajak
daerah akan semakin meningkat. Secara normatif semakin tinggi tingkat investasi
modal diharapkan dapat meningkatkan cakupan dan kualitas layanan publik dan
pada gilirannya mampu meningkatkan partisipasi publik pada pembangunan
(Mardiasmo, 2009:93). Penelitian Nugraha dan Dwirandra (2016) menyatakan
bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah pada
belanja modal. Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan, maka dirumuskan

hipotesis sebagai berikut :

H6:  Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap

belanja modal.

2.3.7 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Retribusi Daerah
terhadap Belanja Modal
Salah satu sumber dana bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan
infrastruktur daerah adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah

didapatkan salah satunya berasal dari hasil retribusi daerah. Penelitian yang
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dilakukan oleh Sugiarthi dan Supadmi (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan
asli daerah pada belanja modal. Maka dari itu untuk meningkatkan alokasi belanja
modalnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pemerintah
daerah membutuhkan pasokan dari PAD yang salah satunya berupa retribusi
daerah yang lebih tinggi juga. Nugraha dan Dwirandra (2016) mengatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh retribusi daerah pada

belanja modal.

H7: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh retribusi daerah

terhadap belanja modal.

2.3.8 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Dana Alokasi Umum

terhadap Belanja Modal

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah, dana alokasi umum merupakan konsekuensi adanya penyerahan
kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana alokasi umum
merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi
umum adalah salah satu sumber untuk menambah investasi modal (belanja modal)
yang membedakannya, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi
perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih
baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai

proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam
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bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan
indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi
dapat memperkuat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal. Semakin
tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan
dana alokasi umum terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah
yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk,
sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat.
Selain itu, semakin tinggi dana dari anggaran pendapatan belanja negara yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang tinggi
selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan
publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal.
Penelitian yang dilakuan Sugiarthi dan Supadmi (2014) menemukan bukti empiris
dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan
pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. Berdasarkan paparan di atas, hipotesis

dapat di simpulkan sebagai berikut:

H8:  Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh DAU pada belanja

modal.

2.3.9 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Dana Bagi Hasil

terhadap Belanja Modal

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk
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mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi
hasil yang diperoleh pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meningkatan
alokasi belanja daerah guna meningkatkan pelayanan publik bagi daerah sebagai
tujuan dari desentralisasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat
pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal. Semakin tinggi tingkat
pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan dana bagi
hasil terhadap belanja modal. Maha (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan
ekonomi mampu (memperkuat/memperlemah) dalam memoderasi hubungan
antara dana bagi hasil terhadap belanja modal tidak signifikan. Dengan demikian

maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H9:  Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh DBH pada belanja

modal.

24 Kerangka Penelitian

Pertumbuhan Ekonomi (Z)
(H6) (H5)
; (H7)
Pajak Daerah (X1) (H1) (HS)
Retribusi Daerah (X2) (H2) (H9) Belanja Modal (Y)

v

Dana Alokasi Unum (X3) (H3)

Dana Bagi Hasil (X4) (H4)

Gambar 2.1 Model Penelitian
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1  Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Tengah pada periode tahun 2011 sampai tahun 2015 yaitu sebanyak 35
kabupaten/kota. Sampel yang digunakan yaitu metode totalsampling atau
sampling jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota
populasinya digunakan sebagai sampel. Sampel jenuh sering digunakan jika
populasi relatif kecil kurang dari 30, atau penelitian yang ingin membuat
generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Jumlah sampel dalam penelitian
ini yaitu seluruh seluruh kota/kabupaten di Jawa Tengah selama 5 tahun yaitu

sebanyak 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah.

3.2  Variabel Penelitian
3.2.1 Variabel Terikat (DependentVariable)

Berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang
Bagan Akun standar, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan
dalam rangka memperoleh atau menambah aset lainnya yang memberi manfaat
lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset
tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam penelitian ini yang
menjadi variabel dependen adalah belanja modal.Belanja modal adalah belanja
langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan investasi

(menambah aset) yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun periode tahun
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2011-2015. Belanja modal dapat dilihat pada laporan anggaran pendapatan
belanja daerah untuk masing-masing kabupaten atau kota. Frelistiyani (2010)
mengatakan bahwa indikator yang digunakan yaitu belanja modal tanah, belanja
modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal
jalan, irigasi dan jarigan dan belanja modal aset tetap lainnya dengan

menggunakan skala nominal.

3.2.2 Variabel Bebas (IndependentVariable)
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pajak daerah,

retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil.

3.2.2.1 Pajak Daerah

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah,
disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Hamdani (2014) mengatakan bahwa pajak daerah untuk
masing-masing kabupaten atau kota dapat diukur menggunakan data realisasi
pajak daerah yang ada pada laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah

periode tahun 2011-2015. Skala yang digunakan adalah nominal.

3.2.2.2 Retribusi Daerah
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Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi
daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan. Retribusi daerah merupakan retribusi yang dipungut oleh kabupaten atau
kota. Arifin (2014), retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan
pembangunan daerah.Pengukuran (proxy) yang digunakan adalah data realisasi
retribusi daerah yang ada pada LRA APBK. Skala yang digunakan adalah

nominal.

3.2.2.3 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal
dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Halim,
2009). Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBD yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun
2004). Dana alokasi umum merupakan transfer yang bersifat umum dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal
dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk
pelaksanaan desentralisasi periode tahun 2011-2015. Dana alokasi umum dapat

dilihat pada laporan anggaran pendapatan belanja daerah untuk masing-masing
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kabupaten atau kota. Skala yang digunakan adalah rasio, dengan menggunakan
indikator jumlah dari bagian dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah
pusat dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Nuarisa
(2013) indikator DAU adalah sebagai berikut:

a. Dari indeks kebutuhan daerah, terdiri dari: pengeluaran/belanja daerah
rata-rata, indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks harga bangunan,
indeks kemiskinan relatif.

b. Dari penerimaan daerah, terdiri dari:penerimaan daerah, indeks industri,
indeks Sumber Daya Alam (SDA), indeks Sumber Daya Manusia
(SDM).

Rumusan alokasi Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun

daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut :
DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar
Dimana :

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal — Kapasitas Fiskal

3.2.2.4 Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup
potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam
mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah (Wandira, 2013).
Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan
kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi periode tahun 2011-2015. Dana bagi
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hasil dapat dilihat pada laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk
masing-masing kabupaten atau kota.
Pengukurannya diukur dengan:
DBH = DBHP + DBHS
Keterangan:
DBH = Dana Bagi Hasil
DBHP= Dana Bagi Hasil Pajak

DBHS= Dana Bagi Hasil SDA

3.2.3 Variabel Moderating

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel moderating adalah
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan
pertumbuhan perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju
keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah
proses kenaikan input perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan
merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya
pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB atas dasar harga
konstan masing-masing daerah yang mencerminkan pertumbuhan riil dari sektor
ekonomi dari tahun ke tahun yang terdapat pada Laporan PDRB atas dasar harga
konstan diBadan Pusat Statistik. Bappeda Kabupaten Kebumen (2014)
menyatakan bahwa pada penyajian PDRB atas dasar harga konstan (harga pada

tahun dasar) semua angka-angka pendapatan regional dinilai atas dasar harga tetap
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yang terjadi pada tahun dasar tertentu. Dengan demikian maka perkembangan
angka-angka pendapatan regional dari tahun ke tahun merupakan perkembangan
rill yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Agregat-agregat PDRB
disajikan secara nilai nominal dalam jutaan rupiah kecuali PDRB per kapita dalam
rupiah, distribusi persentase, indeks berantai, indeks perkembangan dan indeks

implisit disajikan dalam bentuk rasio.

3.3  MetodePengumpulan Data
1. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu
data yang sudah tersedia dan diperoleh dari sumber yang sudah ada.
Data yang digunakan dalam penelitian ini diunduh dari website
Direktorat Jenderal Keuangan yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id dan
website Badan Pusat Statistik yaitu www.bps.go.id.

2. Langkah-langkahPengumpulan Data
a. File Research (Dokumentasi)

Dokumentasi merupakan suatu kumpulan data dengan mempelajari
atau meneliti dokumen atau sumber serta arsip-arsip lainnya yang
sesuai dengan penelitan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data
sekunder yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

b. Library Research (Studi Kepustakaan)
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini juga dengan

mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan mempelajari
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literatur-literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan untuk

memperoleh dasar teoritis

34  Jenis Penelitian danPendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kausal. Menurut Sugiyono (2013:56), “Kausal adalah hubungan yang bersifat
sebab akibat, jadi ada dua variabel yang mempengaruhi dan variabel yang
dipengaruhi”.Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.
Menurut Sugiyono (2009) pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian

yang menggunakan data berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

3.5 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui situs dirjen perimbangan keuangan
pemerintahdaerah ~ dengan  cara  browsing pada  alamat  website
www.djpk.kemenkeu.go.id dan www.bps.go.id. Waktu penelitian ini dimulai pada
bulan Januari 2017 sampai Februari 2017 dengan tujuan untuk memperoleh data

yang akan digunakan dalam penelitian.

3.6  Teknik Analisis Data
3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik Sebelum melakukan pengujian regresi terlebih dahulu
dilakukan pengujian asumsi klasik. Ghozali (2011), menyatakan bahwa analisis

regresi linear berganda perlu menghindari penyimpangan asumsi klasik supaya
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tidak timbul masalah dalam penggunaan analisis tersebut. Uji asumsi klasik terdiri

dari:

3.6.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual yang telah
distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual
dikatakan normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar
mendekati nilai rata-ratanya. Uji normalitas bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara
yaitu dengan “Normal Probability Plot” dan “One-Sample-Kolmogorov
Smirnov”. Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan melihat grafik
normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi
normal. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal, maka asumsi kenormalan terpenuhi. Akan tetapi sebaliknya, jika data
menyebar jauh dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka tidak menunjukkan
pola distribusi normal dan dikatakan regresi tersebut tidak memenuhi asumsi
normalitas. Ghozali (2006) menyatakan bahwa uji normalitas dengan grafik dapat
menyesatkan jika tidak dilakukan secara hati-hati, secara visual terlihat normal
namun secara statistik tidak, atau sebaliknya secara visual tidak normal padahal
secara statistik normal. Oleh sebab itu dianjurkan disamping menggunakan uji
grafik juga dilengkapi dengan uji statistik, salah satunya dengan menggunakan uji
statistik non-parametrik Kolmogorov-smirnov. Menurut Ghozali (2006) dasar
pengambilan keputusan jika nilai probabilitas > 0,05 maka hal ini berarti bahwa
data tersebut berdistribusi normal. Begitupun sebaliknya, jika nilai probabilitas <

0,05 maka hal ini berarti bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal.
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3.6.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Multikolonieritas
terjadi dalam analisis regresi berganda apabila antarvariabel independen saling
berkorelasi. Dalam Ghozali (2006) mutikolonieritas dapat dilihat dari :

a. Nilai tolerance dan lawannya

b. Variance Inflation Factor (VIF)

Kedua ukuran tersebut menunjukkan variabel independen mana yang
dijelaskan oleh variabel independen yang lainnya. Dalam pengertian sederhana
setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres
terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel
independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.
Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF =
1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya
multikolonieritas adalah nilai Tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10
(Ghozali, 2006). Apabila terjadi gejala multikolonieritas, salah satu langkah untuk
memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari model regresi,

sehingga bisa dipilih model yang baik (Purbayu, 2005)

3.6.1.3 Uji Autokorelasi
Pengujian Autokorelasi digunakan untuk menguji ada tidaknya

autokorelasi yang dilihat dari besarnya nilai Durbin Watson (DW) dan juga uji
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autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara
kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1
(sebelumnya) yang diujikan dalam model regresi. Teknik pengujian autokorelasi
yang di pakai dalam penelitian ini adalah Durbin Watson. Jika angka DW
dibawah -2 yang berarti ada autokorelasi positif, angka DW diantara -2 sampai 2
yang berarti tidak ada autokorelasi dan angka DW diatas 2 yang berarti ada
autokorelasi negatif. Jika terjadi korelasi, maka diidentifikasi terjadi masalah
autokorelasi. Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi di

dalamnya atau nilai Durbin Watson (DW) berada diantara 12 sampai 2.

3.6.1.4 Uji Heteroskedatisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak
terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006). Uji ini dapat dilakukan dengan melihat
grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan
residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan
dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID
dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah
residual (Y prediksi — Y sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali, 2006).

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang
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teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan
telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu , maka tidak terjadi

heterokedastisitas (Ghozali, 2006).

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda
Menurut Ghozali (2013:07), “Regresi linier berganda adalah untuk
menguji pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel
terikat.” Model regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :
Variabel perkalian antara pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana
bagi hasil dan belanja modal merupakan variabel moderating oleh karena
menggambarkan pengaruh moderating variabel pertumbuhan ekonomi terhadap
hubungan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan
belanja modal. Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y = o+ B1Xg + B2Xz + B3 XXy tPsZ + BeXaZ+ BrXoZ+ BsXsZ+ PoXsZte

Keterangan :

Y = Belanja Modal

o = Konstanta

B1-Po = Koefisien Regresi

X4 Pajak Daerah

X, Retribusi Daerah
X3 = Dana Alokasi Umum

X4 = Dana Bagi Hasil
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Z = Pertumbuhan Ekonomi
E = Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian.
3.6.3 Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis)
Menurut Ghozali (2011), tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah
variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara

variabel independen dan variabel dependen.

3.6.4 Pengujian Hipotesis
3.6.4.1 Koefisien Determinasi(R?)

Menurut Ghozali (2011:97), koefisien determinasi (R*) pada intinya
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel
independen. Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau
keterikatan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari
besarnya nilai koefisien determinan determinasi (adjusted R-square). Nilai
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2006). Nilai R yang
kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi
variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Secara umum,
koefisiendeterminasi untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai
nilai koefisien determinasi yang tinggi.

3.6.4.2 Uji t (Partial Individual Test)
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Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing
variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk
pengujian secara parsial ini digunakan uji-t. Cara melakukan uji t adalah dengan
Quick Look yaitu bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih dan
derajat kepercayaan sebesar 5 persen, maka Ho yang menyatakan bi=0 dapat
ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolute). Dengan kata lain, kita
menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen

secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2006).
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BAB 1V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Pada bab III telah dijelaskan mengenai populasi dan sampel yang
digunakan dalam penelitian serta metode yang digunakan untuk menganalisis data
dan menguji hipotesis penelitian. Bab IV menjabarkan secara rinci mengenai
output pengolahan data yang dilakukan serta pembahasan mengenai output data

penelitian berupa analisis statistik deskriptif dan pengujian hipotesis.

4.1 Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Tengah. Metode simple total sampling atau sampling jenuh yang merupakan
teknik penentuan sampel digunakan bila semua anggota populasinya digunakan
sebagai sampel. Sampel jenuh sering digunakan jika populasi relatif kecil kurang
dari 30, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang
sangat kecil. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten/kota di

provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun yaitu sebanyak 35 kabupaten/kota.

4.2  Analisis Statistik Deskriptif

Statistik diskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau diskripsi
suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan
minimum (Ghozali, 2011). Data akan disajikan dalam bentuk statistik deskriptif
sebelum dilakukan pengujian untuk memberikan gambaran umum mengenai data

variabel penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:
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Tabel 4.1.

Statistik Deskriptif (Dalam Jutaan Rupiah)

N Minimum Maximum Median Mean Std. Deviation
X1 175 6.151,00 750.000,00 28.541,00 50.531,24 90.787,30
X2 175 4435,00 115.502,00 20.307,00 26.091,67 19.254,92
X3 175] 262.810,00( 1.332.537,00 778.605,00 767.883,58 231.044,75
X4 175 11.911,00 188.679,00 37.714,00 46.141,69 28.976,68
Z 175]4.255.662,21( 109.141.554,2 151.643,00( 20.824.723,08( 19.636.521,51
Y 175 66.479,00 990.118,00| 202.559,00 223.032,83 114.857,97
Valid N 175
(listwise)

Sumber : Output SPSS diolah, 2016
Berdasarkan tabel 4.1. dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

1. Nilai minimum dan maksimum pajak daerah (X1) pada kabupaten/kota di
Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 6.151.000.000,00 dan Rp.
750.000.000.000,00. Nilai minimum terjadi pada Kabupaten Wonosobo
sebesar Rp. 6.151.000.000,00 sedangkan nilai pajak daerah tertinggi sebesar
Rp.750.000.000.000,00 terjadi pada Kota Semarang. Nilai rata-rata pajak
daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp.
50.531,240.000,00. Nilai rata-rata berarti bahwa jumlah pajak daerah di Jawa
Tengah sebesar Rp. 50.531,240.000,00. Nilai median dari variabel pajak
daerah adalah sebesar Rp. 28.541.000.000,00 yang berarti ukuran pemusatan
data variabel pajak daerah adalah sebesar Rp. 28.541.000.000,00. Nilai standar
deviasi dari variabel pajak adalah sebesar Rp. 90.787.300.000 yang berarti
bahwa ukuran penyebaran data variabel pajak daerah adalah sebesar Rp.

90.787.300.000,00.
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2. Nilai minimum dan maksimum retribusi daerah (X2) pada kabupaten/kota di
Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 4.435.000.000,00 dan Rp.
115.502.000.000,00. Nilai minimum terjadi pada Kota Magelang sebesar Rp.
4.435.000.000,00 sedangkan nilai retribusi daerah tertinggi sebesar
Rp.115.502.000.000,00terjadi pada Kota Semarang. Nilai rata-rata retribusi
daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp.
26.091.670.000,00. Nilai rata-rata berarti bahwa jumlah retribusi daerah di
Jawa Tengah sebesar Rp 26.091.670.000,00. Nilai median dari variabel pajak
daerah adalah sebesar Rp. 20.307.000.000,00 yang berarti ukuran pemusatan
data variabel retribusi daerah adalah sebesar Rp. 20.307.000.000,00. Nilai
standar deviasi dari variabel pajak adalah sebesar Rp. 19.254.920.000,00 yang
berarti bahwa ukuran penyebaran data variabel retribusi dacrah adalah sebesar
Rp. 19.254.920.000,00

3. Nilai minimum dan maksimum dana alokasi umum (X3) pada kabupaten/kota
di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 262.810.000.000,00 dan Rp.
1.332.537.000.000,00. Nilai minimum dana alokasi umum diperoleh kota
Salatiga sedangkan nilai maksimum dana alokasi umum diperoleh Kabupaten
Cilacap. Nilai rata-rata dana alokasi umum sebesar Rp. 767.883.580.000,00
diartikan sebagai tingkat kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah Rp.
767.883.580.000,00. Nilai median dari variabel dana alokasi umum adalah
sebesar Rp. 778.605.000.000,00 yang berarti bahwa tingkat ukuran pemusatan

data variabel dana alokasi umum adalah sebesar Rp.778.605.000.000,00
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sedangkan nilai standar deviasi sebesar Rp. 231.044.750.000,00 yang berarti
bahwa ukuran penyebaran data variabel dana alokasi umum adalah sebesar Rp.
231.044.750.000,00.

. Nilai minimum dan maksimum dana bagi hasil (X4) pada Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 11.911.000.000,00 dan Rp.
188.679.000.000,00. Nilai minimum dana bagi hasil diperoleh kabupaten
Karanganyar sedangkan nilai maksimum dana bagi hasil diperoleh Kota
Semarang. Nilai rata-rata dana bagi hasil sebesar Rp. 46.141.690.000,00
diartikan sebagai tingkat bagi hasil dengan pemerintah yang berasal dari
kegiatan pajak maupun non pajak adalah Rp. 46.141.690.000,00. Nilai median
dari variabel dana bagi hasil adalah sebesar Rp. 37.714.000.000,00 yang berarti
bahwa tingkat ukuran pemusatan data variabel dana bagi hasil adalah sebesar
Rp. 37.714.000.000,00 sedangkan nilai standar deviasi sebesar Rp.
28.976.680.000,00 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data variabel dana
bagi hasil adalah sebesar Rp. 28.976.680.000,00.

. Nilai minimum dan maksimum pertumbuhan ekonomi (Z) pada kabupaten/kota
di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 4.255.662.210.000,00 dan Rp.
109.141.554.200.000,00. Nilai minimum pertumbuhan ekonomi diperoleh Kota
Magelang sedangkan nilai maksimum pertumbuhan ekonomi diperoleh Kota
Semarang.  Nilai rata-rata  pertumbuhan  ekonomi sebesar  Rp.
20.824.723.080.000,00 diartikan sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi
kabupaten/kota adalah Rp. 20.824.723.080.000,00. Nilai median dari variabel

pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp. 151.643.000.000,00 yang berarti
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bahwa tingkat ukuran pemusatan data variabel pertumbuhan ekonomi adalah
sebesar Rp. 151.643.000.000,00 sedangkan nilai standar deviasi sebesar Rp.
19.636.521.510.000,00 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data variabel

pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp.19.636.521.510.000,00.

. Nilai minimum dan maksimum belanja modal (Y) pada kabupaten/kota di

Provinsi Jateng adalah sebesar Rp. 66.479.000.000,00 dan Rp.
990.118.000.000,00. Nilai minimum belanja modal diperoleh Kota Magelang
sedangkan nilai maksimum belanja modal diperoleh Kota Semarang. Nilai rata-
rata belanja modal sebesar Rp. 223.032.830.000,00 diartikan sebagai tingkat
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota adalah Rp. 223.032.830.000,00. Nilai
median dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp.
151.643.000.000,00 yang berarti bahwa tingkat ukuran pemusatan data variabel
pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp. 151.643.000.000,00 sedangkan nilai
standar deviasi sebesar Rp. 114.857.970.000,00 yang berarti bahwa ukuran
penyebaran data variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp.

114.857.970.000,00.

Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan

hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi

asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas,

multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.
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4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model
regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi
data yang normal atau tidak dengan uji yang dipakai adalah Kolmogorov-Smirnov.
Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan
taraf signifikan a=0,05. Apabila Sign hitung > o, maka data terdistribusi normal.
Sedangkan, jika sebaliknya maka data tidak terdistribusi normal. Hasil uji
normalitas dapat ditunjukkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2

Output Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz
ed Residual

N 175
Mean ,0000000

Normal Parameters™  Std. 50066,79667
Deviation 931

Most Extreme Abs'o.lute 076
Differences Positive 076
Negative -,041

Kolmogorov-Smirnov Z 1,000
Asymp. Sig. (2-tailed) ,270

Sumber: Output SPSS Diolah ,2017
Berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov seperti pada tabel 4.2. terlihat
bahwa nilai probabilitas adalah sebesar 0,270 lebih tinggi daripada o = 5%.
Dengan demikian data penelitian dalam model penelitian ini dapat dinyatakan

normal.
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4.3.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas adalah hubungan antara variabel prediktor atau
independen terhadap variabel prediktor yang lain. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara varaibel independen. Jika variabel
independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama
variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011). Uji multikolinearitas
dilakukan dengan cara melihat nilai variance inflation factor (VIF). Apabila nilai
VIF kurang dari 10 atau nilai folerance >0,10 maka model regresi berganda tidak
terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2011).

Tabel 4.3

Output Uji Multikolinearitas

Model Collinearity
Statistics
Tolerance | VIF
(Constant)
X1 ,283 3,528
! X2 415 2,407
X3 , 749 1,336
X4 ,469 2,133
Z ,228 4,389

Sumber : Output SPSS diolah, 2017
Dari hasil tabel 4.3, dapat diketahui bahwa semua variabel bebas
mempunyai nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak

terjadi gejala multikolinieritas dalam model penelitian ini.
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4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah
suatu model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varian variabel dari satu
pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap maka disebut homokedastisitas dan
jika berbeda disebut heterokedastisitas. Gejala heterokedastisitas terjadi bila
distrurbance term untuk setiap observasi tidak lagi konstan, tetapi bervariasi.
Perhitungan heterokedastisistas dapat dilakukan dalam banyak model, salah
satunya adalah dengan metode Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat
(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu
pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Apabila terjadi pola tertentu,
seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang,
melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi
heteroskedastisitas, dan apabila tidak ada pola penyebaran maka tidak terjadi
heteroskedastisitas (Ghozali, 2011)

Hasil Uji Heteroskedastisitas tersebut dapat di ditunjukkan pada Gambar

berikut :
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Gambar 4.1

Output Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot
Dependent Variable: Y

Regression Studentized Residual
LS
&
o

T T T T T T
2 1} 2 4 [ 8

Regression Standardized Predicted Value

Sumber : Output SPSS diolah, 2017
Dari gambar 4.1. diatas dapat diketahui bahwa sebaran data residual
menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu 0 Y dan tidak ada pola tertentu,
maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terjadi gejala

heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi linier
memiliki korelasi antara kesalahan pada periode t dengan pelanggaran pada
periode t- 1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Tes ini dilakukan karena data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data fime series, dimana data tersebut
diketahui bahwa dalam jenis masalah reoccurring autokorelasi dapat
"mengganggu" antar data (Ghozali, 2011). Hasil uji autokorelasi adalah sebagai

berikut :
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Tabel 4.4.

Output Uji Autokorelasi

Model R R Square Adjusted R Std. Error of the | Durbin-Watson
Square Estimate
1 ,900° ,810 ,800 51414,12603 1,957

Sumber : Output SPSS diolah, 2017

Dari hasil tabel 4.4. di atas, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson
sebesar 1,957. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai dl dan du pada
tingkat signifikansi 5%, dengan n sebesar 175 dan k= 9. Dengan menggunakan
standar tersebut dihasilkan nilai dl sebesar 1,6459 dan du sebesar 1,8617. Nilai
Durbin-Watson sebesar 1,957 berada diantara du (1,8617) dan 4-du (4-1,8617=
2,1383) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam

model regresi.

4.4 Hasil Analisis Regresi Moderasi

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih
dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan variabel
moderasi, baik secara parsial maupun simultan. Hasil uji regresi linier moderasi

dapat ditunjukkan pada tabel berikut :
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Tabel 4.5.

Output Regresi Moderasi

Model Unstandardized Sig. Kes
Coefficients
B
(Constant) 48846,612 ,035
X1 ,590 ,005 HI didukung
X2 -,848 ,085 H2 tidak didukung
X3 ,176 ,000 H3 didukung
x4 1,619 ,000 H4 didukung
1 7 -,007 ,000 HS5 tidak didukung
X17 0,0000000006 865 H6 tidak didukung
X27 0,0000000258 ,162 H7 tidak didukung
X37 -0,0000000037 620 H8 tidak didukung
X47 0,0000000049 ,000 H9 didukung

Variabel Dependen : Y
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat diperoleh model
persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :
Y =48.846,612 + 0,590X1 — 0,849X2 + 0,176X3 + 1,619X4 — 0,007Z +
0,0000000006X1*Z + 0,0000000258X2*Z-0,0000000037X3*Z +

0,0000000049X4*Z

Dari hasil model persamaan regresi di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil
adalah sebagai berikut :

1. Nilai intercept konstanta sebesar 48.846,612. Hasil ini dapat diartikan, apabila
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besarnya nilai seluruh variabel independen sama dengan nol, maka besarnya
belanja modal adalah 48.846,612.

. Koefisien regresi pajak daerah 0,590. Hasil ini dapat diartikan, apabila pajak
daerah mengalami peningkatan 1 satuan, maka besarnya belanja modal akan
meningkat sebesar 0,590 dengan asumsi semua variabel independen lain
konstan.

. Koefisien regresi retribusi daerah daerah -0,848. Hasil ini dapat diartikan,
apabila retribusi daerah mengalami peningkatan 1 satuan, maka besarnya
belanja modal akan menurun sebesar 0,848 dengan asumsi semua variabel
independen lain konstan.

. Koefisien regresi dana alokasi umum daerah 0,176. Hasil ini dapat diartikan,
apabila Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan 1 satuan, maka besarnya
belanja modal akan meningkat sebesar 0,176 dengan asumsi semua variabel
independen lain konstan.

. Koefisien regresi dana bagi hasil daerah 1,619. Hasil ini dapat diartikan,
apabila dana bagi hasil mengalami peningkatan 1 satuan, maka besarnya
belanja modal akan meningkat sebesar 1,619 dengan asumsi semua variabel
independen lain konstan.

. Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi daerah -0,007. Hasil ini dapat
diartikan, apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1 satuan,
maka besarnya belanja modal akan menurun sebesar 0,007 dengan asumsi
semua variabel independen lain konstan.

. Koefisien regresi interaksi pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah
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0,0000000006. Hasil ini dapat diartikan, apabila interaksi pajak daerah dan
pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1 satuan, maka besarnya
belanja modal akan meningkat sebesar 0,0000000006 dengan asumsi semua
variabel independen lain konstan.

8. Koefisien regresi interaksi restribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah
0,00000000258. Hasil ini dapat diartikan, apabila interaksi retribusi daerah dan
pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1 satuan, maka besarnya
belanja modal akan meningkat sebesar 0,00000000258 dengan asumsi semua
variabel independen lain konstan.

9. Koefisien regresi interaksi dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi
daerah -0,00000000037. Hasil ini dapat diartikan, apabila interaksi dana
alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1 satuan,
maka besarnya belanja modal akan menurun sebesar 0,00000000037 dengan
asumsi semua variabel independen lain konstan.

10. Koefisien regresi interaksi dana bagi hasil dan pertumbuhan ekonomi daerah
0,00000000049. Hasil ini dapat diartikan, apabila interaksi dana bagi hasil dan
pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1 satuan, maka besarnya
belanja modal akan meningkat sebesar 0,0000000049 dengan asumsi semua

variabel independen lain konstan.

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (RY)
Nilai R* digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah
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antara nol dan satu. Nilai R® yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai
yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Nilai R* digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam
menerangkan variabel independen, tapi karena R’ mengandung kelemahan
mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang
dimasukkan ke dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan adjusted
R’ berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R* semakin mendekati 1 maka
makin baik kemampuan model tersebut menjelaskan variabel dependen (Ghozali,
2011). Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6

Output Koefisien Determinasi

Model Summary”

Model R R Square Adjusted R Std. Error of the | Durbin-Watson
Square Estimate
1 ,900° ,810 ,800 51414,12603 1,957

Hasil analisis koefisien determinasi, dihasilkan nilai koofisien determinasi
(Adjusted R Square)sebesar 0,800. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
besarnya variasi variabel independent dalam mempengaruhi model persamaan
regresi adalah sebesar 80% dan sisanya sebesar 20% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4.4.2 Uji Hipotesis



74

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Uji
statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel
dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0.05
(0=5%).

1. Pengujian Hipotesis pertama

Pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian
terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi
dari variabel pajak daerah. Hipotesis H; penelitian ini menyatakan bahwa pajak
daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Besarnya koefisien regresi
pajak daerah yaitu 0,590 dan nilai signifikansi sebesar 0,005 < 0,05. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan
terhadap belanja modal sehingga H; penelitian ini diterima.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap
hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari
variabel restribusi daerah. Hipotesis H, penelitian ini menyatakan bahwa
restribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Besarnya koefisien
regresi restribusi daerah yaitu -0,848 dan nilai signifikansi sebesar 0,085 > 0,05.
Hal ini berarti variabel restribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap
belanja modal sehingga H, penelitian ini ditolak.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga
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Pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap
hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari
variabel dana alokasi umum. Hipotesis Hs penelitian ini menyatakan bahwa dana
alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Besarnya
koefisien regresi alokasi umum yaitu 0,176 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 <
0,05. Hal ini berarti variabel dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan
terhadap belanja modal sehingga Hjpenelitian ini diterima.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Pengujian hipotesis keempat dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian
terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi
dari variabel dana bagi hasil. Hipotesis Hy penelitian ini menyatakan bahwa dana
bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Besarnya
koefisien regresi dana alokasi khusus yaitu 1,619 dan nilai signifikansi sebesar
0,000 < 0,05. Hal ini berarti variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif
signifikan terhadap belanja modal sehingga Hipenelitian ini diterima.

5. Pengujian Hipotesis Kelima

Pengujian hipotesis kelima dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap
hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari
variabel pertumbuhan ekonomi. Hipotesis Hs penelitian ini menyatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
Besarnya koefisien regresi pertumbuhan ekonomi yaitu -0,007 dan nilai

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti variabel dana pertumbuhan
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ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal sehingga Hs
penelitian ini tidak diterima.
6. Pengujian Hipotesis Keenam

Pengujian hipotesis keenam dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian
terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi
dari variabel interaksi pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis Hg
penelitian ini menyatakan bahwa pajak daerah dapat meningkatkan Belanja Modal
dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Besarnya
koefisien regresi interaksi pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi yaitu
0,0000000006 dan nilai signifikansi sebesar 0,865 > 0,05. Hal ini berarti variabel
dana pajak daerah tidak dapat meningkatkan belanja modal dengan menggunakan
pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi sehingga Hg penelitian ini tidak
diterima.
7. Pengujian Hipotesis Ketujuh

Pengujian hipotesis ketujuh dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian
terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi
dari variabel interaksi retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis Hy
penelitian ini menyatakan bahwa retribusi daerah dapat meningkatkan belanja
modal dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.
Besarnya koefisien regresi interaksi restribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi
yaitu 0,000000000258 dan nilai signifikansi sebesar 0,162 > 0,05. Hal ini berarti

variabel dana retribusi daerah tidak dapat meningkatkan belanja modal dengan
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menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi sehingga Hj
penelitian ini tidak diterima.
8. Pengujian Hipotesis Kedelapan

Pengujian hipotesis kedelapan dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian
terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi
dari variabel interaksi dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis
Hg penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi umum dapat meningkatkan
belanja modal dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel
moderasi. Besarnya koefisien regresi interaksi dana alokasi umum dan
pertumbuhan ekonomi yaitu -0,00000000037 dan nilai signifikansi sebesar 0,620
> 0,05. Hal ini berarti variabel DAU tidak dapat meningkatkan Belanja Modal
dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi sehingga
Hg penelitian ini tidak diterima
9. Pengujian Hipotesis Kesembilan

Pengujian hipotesis kesembilan dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian
terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi
dari variabel interaksi DBH dan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis Ho penelitian
ini menyatakan bahwa DBH dapat meningkatkan belanja modal dengan
menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Besarnya
koefisien regresi interaksi DBH dan pertumbuhan ekonomi yaitu 0,00000000049
dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti variabel DAK dapat
meningkatkan belanja modal dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai

variabel moderasi sehingga Hy penelitian ini diterima.
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4.5 Pembahasan
4.5.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh positif
signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pajak
daerah akan meningkatkan belanja modal.

Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan
Daerah (Perda). Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak
tempat hiburan, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak
penerangan jalan. Menurut Sianturi (2010), terdapat keterkaitan antara pajak
daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh
pemerintah daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah
mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor
belanja langsung ataupun untuk belanja modal.

Hasil ini sesuai penelitian Karina (2013) dalam penelitiannya menunjukkan

bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

4.5.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa besar
kecilnya restribusi daerah tidak mempengaruhi belanja modal.

Hasil penelitian yang tidak signifikan ini dikaitkan dengan kebijakan

pembangunan wilayah di Jawa Tengah selama sepuluh tahun terakhir maka dapat
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dikatakan bahwa sejak bergulirnya era otonomi daerah, pemerintah daerah Jawa
Tengah belum mampu menjadikan retribusi daerah sebagai bagian yang terpenting
dari pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah,
sehingga kontribusi dan pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pembiayaan
pembangunan daerah masih sangat minim. Jelas bahwa selama ini pemerintah
kabupaten/kota di Jawa Tengah sangat tergantung dan berharap pada aliran dana
transfer (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) untuk
membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, tidak
signifikannya hasil penelitian ini m